
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik dan terukur serta bertanggungjawab guna 
pencapaian kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 
tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945; 

b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah agar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perlu dilakukan 
evaluasi kinerja Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, perlu mengatur tentang evaluasi 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 
dengan Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; 

BUPATI PEMALANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2024 

BUPATI PEMALANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATI PEMALANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 37 TAHUN 2024 

TENTANG 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mengingat : 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG, 

:a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

k-
 

yang baik dan terukur serta bertanggungjawab guna 
pencapaian kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 
tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945: 

bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah agar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perlu dilakukan 

evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, perlu mengatur tentang evaluasi 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 
dengan Peraturan Bupati, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor Il Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
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7. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang 
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan 
pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi 
atas masalah yang ditemukan guna peningkatan 
akuntabilitas dan peningkatan kinerja Instansi 
Pemerintah. 

8. Sistem AKIP yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah 
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 
dan pengukuran, pengumpulan data, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 
Instansi Pemerintah. 

AKIP. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pemalang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

5. Inspektorat Kabupaten Pemalang yang selanjutnya 
disebut Inspektorat adalah OPD yang melaksanakan 
Evaluasi SAKIP Kabupaten Pemalang. 

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat AKIP adalah 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 
instansi pemerintah melalui implementasi Sistem 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

EVALUASI 
PEMERINTAH 

TENT ANG 
INST ANSI 

BUPATI 
KINERJA 

PERATURAN 
AKUNTABILITAS 
DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

Menetapkan Menetapkan 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6867), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1, Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Pemalang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

5. Inspektorat Kabupaten Pemalang yang selanjutnya 

disebut Inspektorat adalah OPD yang melaksanakan 
Evaluasi SAKIP Kabupaten Pemalang. 

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat AKIP adalah 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 
instansi pemerintah melalui implementasi Sistem 
AKIP. 

7. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang 
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan 

pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi 
atas masalah yang ditemukan guna peningkatan 
akuntabilitas dan peningkatan kinerja Instansi 

Pemerintah. 
8. Sistem AKIP yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah 

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 
dan pengukuran, pengumpulan data, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 
Instansi Pemerintah.
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( 1) Inspektorat Kabupaten Pemalang Daerah melakukan 
Evaluasi AKIP Perangkat Daerah setiap tahun. 

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), Inspektorat dapat 
menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem 
elektronik. 

Pasal 4 

BAB II 
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan 
SAKIP dilaksankan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 3 

b. pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP 
bagi pejabat dan pelaksana pada Perangkat 
Daerah dan Unit Kerja Organisasi di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pemalang. 

(3) Petunjuk pelaksanaan Evaluasi AKIP dimaksudkan 
sebagai: 
a. pedoman bagi tim Evaluator terkait: 

1) ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan 
teknik yang digunakan dalam pelaksanaan 
Evaluasi AKIP; 

2) penentuan langkah-langkah kerja dalam proses 
evaluasi; 

3) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan 
memahami mekanisme pelaporan serta proses 
pengolahan data hasil evaluasinya. 

( 1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara um um bertujuan 
untuk mengetahui pelaksanaan AKIP dalam 
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang 
tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi 
Pemerintah. 

(2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan 
untuk: 
a. memperoleh informasi mengenai implementasi 

SAKIP; 
b. menilai tingkat implementasi SAKIP; 
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

AKIP; dan 
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi periode sebelumnya. 

Pasal 2 

/ 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan 

untuk mengetahui pelaksanaan AKIP dalam 

mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang 

tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi 

Pemerintah. 
(2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan 

untuk : 
a. memperoleh informasi mengenai implementasi 

SAKIP: 
b. menilai tingkat implementasi SAKIP, 
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja, 
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

AKIP, dan 
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi periode sebelumnya. 

(3) Petunjuk pelaksanaan Evaluasi AKIP dimaksudkan 

sebagai: 
a. pedoman bagi tim Evaluator terkait: 

1) ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan 
teknik yang digunakan dalam pelaksanaan 

Evaluasi AKIP: 
2) penentuan langkah-langkah kerja dalam proses 

evaluasi, 

3) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan 
memahami mekanisme pelaporan serta proses 

pengolahan data hasil evaluasinya. 

b. pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP 
bagi pejabat dan pelaksana pada Perangkat 
Daerah dan Unit Kerja Organisasi di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pemalang. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan 

SAKIP dilaksankan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB II 
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Pasal 4 

(1) Inspektorat Kabupaten Pemalang Daerah melakukan 
Evaluasi AKIP Perangkat Daerah setiap tahun. 

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat 
menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem 
elektronik.
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(3) Pedoman Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(4) Format Lembar Hasil Evaluasi AKIP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pemalang. 

 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 27 Desember 2024 
 

BUPATI PEMALANG 
 

ttd 
cap 

 
 

MANSUR HIDAYAT 
 
Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 27 Desember 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

 

ttd 
cap 

 
 

HERIYANTO 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 37 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KABUPATEN PEMALANG, 
 
 
# 
 
 
 

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. 
PEMBINA 

NIP. 197810292006041008 

(3) Pedoman Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Format Lembar Hasil Evaluasi AKIP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 27 Desember 2024 

BUPATI PEMALANG 

ttd 

cap 

MANSUR HIDAYAT 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 27 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

ttd 

cap 

HERIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 37 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEMALANG, 

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. 

PEMBINA 

NIP. 197810292006041008
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B. Kerangka Logis Evaluasi AKIP 
Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian 

dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain 
evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan 
pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP 
secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP 
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang 

dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 
,,_.._,,,_ -~ •• .,,:,,-11-~- nemerin ... ~t..~- ··~-~ bersih -1~- ~1-,,- ... ~1-..~1 -~-~-:- ... ~t..~- u.u LU.t's. J.J.J.C w UJ uun.a..u 1-' HJ.CJ. J.J.J. LCI..LlCI.J.J. y a..uD u J. i:)J.J.J. ua.J.J. a.n.u.uLa.ucJ., }.ICJ.J.J.CJ. J.J.J. LCI.J.J.CI.J.J. 

yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari 
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 
dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban 
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Untuk mengetahui sejauh mana 
implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan 
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu 
dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP 
ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah 
nusat mauoun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten 
meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) 
yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan 
sebaik-baiknya Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat 
dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud 
untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi 
tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil 
PVJ:1l11J:1~i PJ:1nJ:1 ~PtiJ:1n nPnllO-J:l~J:ln PVJ:1l11J:1~i AKTP J:1tJ:1~ irnnlpn,pntJ:1~i ~AKTP nPrl11 - . ---------- - ------ -- ----.1 i- -----c:::,------- - . --------- ------ ------ J. ·------- .1. ----- 

dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan 
evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan 
kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi. 

BAB I PENDAHULUAN 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2024 
TENT ANG 
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 37 TAHUN 2024 
TENTANG 
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang 

dilaksanakan daiam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan 

yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban 

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan 

pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu 

dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP 

ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten 

meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) 

yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan 
sebaik-baiknya Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat 
dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud 
untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi 

tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil 

dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis “pelaksntaan 
evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan 
kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi. 

B. Kerangka Logis Evaluasi AKIP 

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian 
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain 
evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan 
pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP 
secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 

PERLU MUSAN TUJUAN EVALUVASI 

PENENTUAN RLUANG LINGKUP EVALL ASI 

PERANCANGAN DESAIN EVALL ASI 

METODOLOGI DAN TEKNIK | INSTRUMEN DAN ALAT 1 

MEKANISME PELAKSANAAN EVALVASI 

BEM MEN," 5 — 

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI
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Informasi pertanggungiawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen 
laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan dalam 

BAB II 
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP 

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP 
Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah 
menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada Bupati melalui aplikasi elektronik 
SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi 
terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencartaan 
kinerjajangka panjang, perencanaan kinerjajangka menengah, dan perencanaan 
kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, 
pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada 
pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam 
penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup. antara lain: 
1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk 

mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 
2. Penilaian nenzukuran kineria berienianz dan berkelaniutan vane: telah 

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian 

kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya 
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan 
nvi:iti:i (rli:irnni:i k-) rli:i li:in, nPninak-i:iti:in irnnlPrnPnti:i~i ~A KTP 11nt11k- PfPktifiti=i~ rli:in 
---1 -- --- \ ------ .J. -- J --------- .1 - <=> ---- ---- .1. - - --- - -- ----- ·- - ---- ---- - ---- - - - -- ---- ---- ------ 

efisiensi kinerja; dan 
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. 

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan 
penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam 
menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan 
dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan 
konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang 
lingkup dapat disesuaikan. 

1. Mernperoleh informasi tentang implernentasi ~A KIP; 
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP, 
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan 
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 

...... .._~ ...... 1-. 
LI..1.lLU.l\.... 

C. Tujuan Evaluasi AKIP 
Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan 
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga 
diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten 
n,pun1i11rlk-i:1n ri:ini:irnn k-inPrii:i (hi:i~il) vi:ina tPli=ih rlirPnri:ini:ik-i:in rnPbh,i 
---- .. -J ---------- - -.r ------- ------ -J-- \-------., J ----o ------- 
implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan 
setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. 
Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil 
evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang 
untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang 
ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal 

&
 

Tujuan Evaluasi AKIP 
Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan 

pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga 

diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten 

mewuiudkan capaian kineria (hasill vang telah direncanakan melalui 

implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan 

setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. 

Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil 

evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang 

untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang 

ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal 

Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, 
Menilai tingkat implementasi SAKIP, 
Menilai tingkat akuntabilitas kinerja, 

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan 

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. S
a
a
d
 

kuang Lingkup Evaluasi AKIP 
Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah 
menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada Bupati melalui aplikasi elektronik 

SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi 

terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan 
kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan 
kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, 
pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada 

pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam 
penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup. antara lain : 
1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk 

mewujudkan hasil yang berkesinambungan, 
2. Penilaian pengukuran kineria berienjang dan berkelaniutan yang telah 

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, 
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian 

kinerja, baik  keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya 
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 
penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, 

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan 
nyata (dampak) dalam neningkatan implementasi SAKIP untk efektifitas dan 

efisiensi kinerja, dan 
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. 

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan 
penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam 
menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan 
dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan 
konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang 

lingkup dapat disesuaikan. 

BAB II 
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP 

Informasi pertanggungiawaban kineria yang diungkapkan dalam dokumen 
laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan dalam

jdih.pemalangkab.go.id
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f 

b. Pengawas (Supervisor) 
c. Ketua Tim 
d. Anggota Tim 

2. Perencanaan Evaluasi AKIP 
Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam 

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja 
, .c:.. __ -- ··--·'-' ,.._ __ ; __ ,. ·- _,.._ ,_; __ , __ ,___ - -- -- -- -- , •• - - • ..l-1-- V' u.111..c::;;u.,u1 "-/ ue1.0i i:>L-i1..u uii 1..ui0.t\..e1.1..e1.ii uie1.iia.JL-iuL-ii L-ve1.iua.;:,i ua.ie1.iii 

melaksanakan proses Pv:::1111:::is:i. Secara garis besar, terdapat beberapa h:::il 

PPn:::ino-o-11no-. T:::iur::ih 
- - ------c::,c:, ----c:, - -- .. --·- 8.. 

cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi 
evaluasi AKIP berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum 
melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan 
untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang 
optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal. 

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang perlu ..l'---··-·, ..3 .... • .. -- , .. __ • _. __ , • ..3 __ , __ • __ • ,_._,.._ ----'" _. , 
U.J.~'-.::)UQ..J...f\...CI.J.J. U.\....J.J.C,CI...J.J. l..Uj YG1..J.J. \.... V a.J. U.Cl.i:::t.J.7 .l.J..J..J..:::>a. .. U.J.Y a. . U\.....::)..f\....J. J.J:,Jc,J.1 f-'\....J. WJ..l.lLJQ.lJ.C,Q..lJ. .J:,-1.J. VJ.'-i::)J.U.lJ.GI.J. 

ijudqements, dan interpretasi. .Jenis pernbandingan yang akan dilakukan harus 
disesuaikan dengan jenis penilaian penilaian kelayakan/progress, penilaian 
efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing memerlukan jenis 
pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda. 

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara 
spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain : 
1. Jenis informasi; 

,..., c,,,_,.._ __ ·--'"-----·· 
,!, • 0 UJ.J.J.UCJ. J.J.J.J.UJ. J.J.J.i:l;:;J., 

3. Metode pengumpulan informasi; 
4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi; 
5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab akibat), 

dan 
6. Analisis perencanaan. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk 
setidaknya memenuhi kebutuhan berikut: 
A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP 

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan 
kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, 
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. 
1. Kebutuhan SDM Evaluator 

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang 
memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode 
etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan 
mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat 
menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang 
berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas: 

evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi 
AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan 
kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat 
digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat 
dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan 
informasijika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, 
::int::ir:::i l:::iin · 
1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress); 
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan 
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi. 

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam 
melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, 
minimnya orang/ aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas 
nPnrl11k11no- nPl::iki;:.:::in:::i:::in Pv::1111:::ii;:.i ~pi;:.11:::ii rlPno-:::in nPrkPmh:::ino-::in in rnn n i;:.::il:::ih i;:.:::it11 
.J. -------------c::, J. ----------------- - . ---------- ·- -·- ----- -----c::,---- .l. --------·-----c:,---- ..}---------, -------- ·------ 

evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi 
AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan 
kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat 
digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat 
dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan 
informasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, 
antara lain : 
1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress), 
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif), dan 
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi. 

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam 
melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, 
minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas 
pendukung nelaksanaan evalnasi Sesitai dengan nerkemhangan iaman, salah satu 
cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi 
evaluasi AKIP berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum 
melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/ upaya yang harus dilakukan 
untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang 
optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal. 

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang perlu 
discsuaikan dengan tujuan cvaluasi, misalnya : dcskripsi, pertimbangan profesional 
(udgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan dilakukan harus 
disesuaikan dengan jenis penilaian penilaian kelayakan/progress, penilaian 
efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing memerlukan jenis 
pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda. 

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara 
spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain : 

i. Jenis informasi: 

Sumber informasi, 
Metode pengumpulan informasi, 

Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi, 
Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab akibat), 
dan 

6. Analisis perencanaan. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk 

setidaknya memenuhi kebutuhan berikut : 
A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP 

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan 

kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, 
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. 
1. Kebutuhan SDM Evaluator 

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang 
memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode 
etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan 
mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat 
menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang 
berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas : 
a. Penanggung Jawah 
b. Pengawas (Supervisor) 
c. Ketua Tim 
d. Anggota Tim 

2. Perencanaan Evaluasi AKIP 
Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam 

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja 
urameworg bagi sciuruh tingkatan manajomen cvaluasi dalam 
melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal 

B
u
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B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP 
1. Metodologi Evaluasi AKIP 

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah 
kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan 
mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena 
akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan 
mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu 
menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, 
serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang 
dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat 
memberikan oetuniuk untuk oerbaikan imolementasi SAKIP sehinzza danat 
menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas 
kinerja. 

tercantum dalam Lampiran II. 

Evaluasi mi menggunakan langkah-langkah pada evaluasi 
sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, 
pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja 
tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas 
rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk 
mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, 
pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu. 

c. Evaluasi Mendalam in depth evaluation atau disebut "Evaluasi" saja) 
Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan 

evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di 
lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun 
kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau 
evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus 
dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, 
dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat 
dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam 
terhadap uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen, unit, 
atau pun kebijakan, program, dan kegiatan. 

Untuk menjamin akuntabilitas perencanaan evaluasi, maka perlu 
rli~11~11n in~tr11n,pnt hPr11ni:i T .~no-k:::ih KPri~ Rv:::1111:::i~i ~Ph:::10-:::iirn:::in:::i ----------- --------------- ·-----.a:--- -----o------ -----1-- -·--------- ------c:,------------ 

b. Evaiuasi Terbatas 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, 
yaitu: 
a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi; 
b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting; 
c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan 
d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait. 

RPrri~~:::irk-:::in nPrPnr:::in~~n pv~ln~~i P~rnhrn~i AKTP ri~n:::it rlik-~tPo-orik-~n - -- --------------- i -- -------------- - . -------·--, - . -------·-- ------ ----.1_--- ---------c:,--------- 

kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu: 
a. Evaluasi Sederhana ( desk evaluation) 

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen 
ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, Tanpa 
menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau 
wawancara langsung kepada evaluatan. 

T.' •• -1 .. __ : ·-· ..J .._ __ 1:_ ..... : ----··--1----- ..:l-- 
J...:JVCl.lUCli:,.l .1.1.1.l UCl!-'ClL .l.l.1\.,.1.ll-'UW 1-'l.-.l.15LU.15.n.c:,.l-'c:,..1.1 Uc:l.1.1 l-'l.,.l.1YClJ.1Cl.1.1 

inforrni:i~i kinerja rii:i bn, rink11n,pn T .i:ipnri:in Kinerja, riok11rnPn RPnr~ni:i 
Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah 
misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, 
logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah 
yang direncanakan/ diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan 
pencapaian kinerja. 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, 

yaitu: 
a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi, 

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting, 

c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan, dan 

d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait. 

Berdasarkan nerencanaan evahnasi, evalmasi AKIP dapat dikategorikan 

kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu : 

a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation) 
Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen 

ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, Tanpa 

menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau 

wawancara langsung kepada evaluatan. 
Tah ji Sa ya 
UV, “al Las Fire dapat mciput pengungkapan gaji peny. ajian 

Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan. melakukan telaah 

misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, 

logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah 

yang direncanakan /diusulkan, serta keberhasilan / kegagalan 

pencapaian kinerja. 
b. Evaluasi Terbatas 

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi 

sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, 

pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja 

tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas 

rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk 

mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, 

pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu. 

c. Evaluasi Mendalam in depth evaluation atau disebut "Evaluasi" saja) 

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan 

evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di 

lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun 

kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau 

evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus 

dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, 

dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat 
dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam 
terhadap uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen, unit, 
atau pun kebijakan, program, dan kegiatan. 

Untuk menjamin akuntabilitas perencanaan evaluasi, maka perlu 
disusun instriment heruna Langkah Keria Evaluasi sehagaimana 

tercantum dalam Lampiran II. 

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP 

ls Metodologi Evaluasi AKIP 
Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah 

kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan 
mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena 

akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan 

mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu 
menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, 
serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang 
dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat 
memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat 
menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas 
kinerja.

jdih.pemalangkab.go.id
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a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi 
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang 
akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara 
mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, 
data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi 
AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat 
memenuhi kebutuhan tersebut. 

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana 
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada 
penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data 
dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan 
dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media 
telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital 
meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulujadwal dan 
catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal 
pen ting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, 
dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama. 

h OhsPrv::isi 
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini 
dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan 
menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka 
mengamati proses dan jalannya aktivitas. 

c. Studi Dokumentasi 
MPr11n::ik-::in tPk-nik- rru= n o-r i rn ru tl c n rl::it::i rl::in inforrn::isi v::ina tirl::ik- _____ --..1..-------- --------- ------o-----J. ------- ------- ------ -----------·-- ..J ----c, ~------- 

secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi 
pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui surnber 
literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik 
cetak maupun elektronik/ digital. 

peiaksanaan evaiuasi AKIP, antara lain : 

2. Teknik Evaluasi AKIP 
Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk 

memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, 
survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan ( applied 
research). survei target evaluasi (target group). penggunaan metode statistik 
penggunaan metode statistik non-parametrik, pembandingan 
i honr-hrn oricinriv ::in::ilisis lint::is h::iai::in (rrn.c::.c:: .c::Prtirm nnnl11.c::i.c::i ::inr:ilisis 
\·----------------·-v11 -----·------·- -------·- ·---<:>----- \----- -------- -------v---,, --------·--·- 

kronologis (time series analysis). tabulasi, penyajian pengolahan data dengan 
grafik/ikon/simbol-simbol, dan sebagainya. 

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi 
AKIP akan bergantung pada: 
a. Kedalaman evaluatan instansi pemerintah dalam memahami dan 

mengimplementasikan SAKIP: 
1-- ,,...; __ , __ ..___ ... _ ... ( .,_ __ ...;.\ ----- ...]! , ; ...l-- 1--!...l--- ... __ ... 
U.. .J. J..lJ.t5.n..a.LQ...J.J. 1..Q.LCl.l CU.J. \ 1..-Ult.t.t:=.A..L.J ya..J..J.O, U.J.\.....VCl.J.UQ..::>J. UQ..J..J. U.lUCl.J..J.5 \...,U.J..lU....,J.J.L 

pPrrn::is::ibhi::m yang rliP~rnhrnsi, Evaluasi pada tingkat k-Phij::ik-::in hPrhPnR 
dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga 
evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi 
terhadap pelaksanaan kegiatan. 

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh 
Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam 

Teknik Evaluasi AKIP 

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk 
memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, 

survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied 
research). survei target evaluasi (target group). penggunaan metode statistik 
penggunaan metode statistik non-parametrik, pembandingan 
(henchmarking), analisis lintas hagian (cross section analusid, analisis 
kronologis (time series analysis). tabulasi, penyajian pengolahan data dengan 
grafik/ikon / simbol-simbol, dan sebagainya. 

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi 
AKIP akan bergantung pada : 

a. Kedalaman evaluatan instansi pemerintah dalam memahami dan 
mengimplementasikan SAKIP: 

4 La an Pn AT Ia Sa aa a Aan AP ea Ns pn mn, de en Kn da 
UI. 4 ingka Tan Tatar. &ii (contexi J3 Sig AAL. Y Si asi uaii AJA TALI Ka WJLILU- IL 

permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda 

dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga 
evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi 
terhadap pelaksanaan kegiatan. 

Cc. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh 
Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan evaluasi AKIP, antara iain : 

a. Cheklist P' Pengumpulan Data dan Informasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 
menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang 
akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara 
mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, 
data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi 
AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut. 
b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana 

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang 
dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada 
penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data 
dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan 
dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media 
telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital 
meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan 

catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal 
penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, 
dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama. 
Ohservasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 
melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini 
dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan 
menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka 
mengamati proses dan jalannya aktivitas. 

Cc. Studi Dokumentasi 
Merupakan teknik mengiimnulan data dan informasi yang tidak 

secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi 
pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber 
literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik 
cetak maupun elektronik / digital. 

i
z
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dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Kertas Kerja (KK) 
i1£:1n T Rrnh£:1r KPriA RvAlni:i.c:.i JTJ(R) .«Ph£:10-£:1imAni=i tPrt11£:1no- nA1Arn T .Arnniri:in l-lAl ini ---- -------- ----..,--- - • __ ... \----, ----0---------- --- ------o --------- ------.s:------· ----- ---- 
sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa 
implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah/unit kerja 
telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna 
meningkatkan AKIP. 

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sebelum 
rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim evaluator, termasuk 
_pc;u~a. wa.;:,; (;:,;upc;1 v i;:,;u1) dan _pc;lla.ll~~Ull~ ja. wab atas informasi h asil evaluasi y a.u~ 

diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan 
setidaknya memuat: 
a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi 
b. Kondisi 
c. Rekomendasi 

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan 
pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu dilakukan 
pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain. 

3. Reviu Rancangan LHE AKIP 
Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu 

draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pegendali mutu untuk 
memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum 
akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi. 
a. Finalisasi LHE AKIP 

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. 
Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung 
jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang. 

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP Penyampaian LHE sebaiknya 
dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting 
dan mendesak sebagai hasil evaluasi A.KIP yang telah dilaksanakan. 

4. Pengendalian Evaluasi AKIP 
Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi 

berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini 

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi 

• • [ Pengendalian Evaluasi ] Reviu Rancan_gan LHE 

Pemantauan Berkelanjutan Pembahasan dan Penyusunan 
Rancangan LHE • lnterprestasi Data 

I 'l I Pendokumentaslan .... , •••••••••••••••••••• ~ ~ I l l - __J 

, f -:;,~lisis o:t: ] 

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara 
lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan 
dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil 
Fvah ias! (LHF,). revin ra nr-artca n LHF: AKTP. serta nericeridalian evah ia si AKTP. senerti 

\ I , c.....> , .L c.....> , .I. 

gambar berikut : 

BAB III 
MEKANISME EVALUASI AKIP 

BAB III 
MEKANISME EVALUASI AKIP 

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara 

lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan 

dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil 

Fvaluasi (LHP), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti 

gambar berikut : 

Pendokumentasian | | 

Data 

Analisis Data 

Interprestasi Data P3 Pembahasan dan Penyusunan 
Pemantauan Berkelanjutan 

Rancangan LHE | 

Reviu Rancangan LHE 2 Pengendalian Evaluasi 

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi 
Data Aletawratyn 4 tam Anal eeten barengan “ clan Na AA man PA ea ses na 

ALA LINVALOAS 4 
. an ari Sa adala 

ia Uasdili PHbansa1jaAaLA 5 V CLLM4CLOL OM OLI Pa 5 ALL P ALA 

dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Kertas Kerja (KK) 

dan Lembar Keria Evalnasi (LKE) sebagaimana tertuang dalam Lampiran. Hal ini 

sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa 

implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah/unit kerja 

telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna 

meningkatkan AKIP. 
2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sebelum 

rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim evaluator, termasuk 

pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas informasi hasil evaluasi yang 

diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan 
setidaknya memuat : 
a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi 
b. Kondisi 
Cc. Rekomendasi 

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan 
pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya periu dilakukan 
pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain. 

3.  Reviu Rancangan LHE AKIP 
Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu 

draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pegendali mutu untuk 
memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum 
akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi. 
a. Finalisasi LHE AKIP 

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. 
Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung 
jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang. 

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP Penyampaian LHE sebaiknya 
dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting 
dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. 

4. Pengendalian Evaluasi AKIP 
Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi 

berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini 

jdih.pemalangkab.go.id
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B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 
1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian 

Rv::ihrn~i AKTP rlifnk-11~ln:m n::irl::i k-ritPriR-k-ritPri::i vJ:mo- tPlJ:ih rlitPt::inlrnn 
-- - .,1 -- ---- --- - - - - --- -- - - - - --- ..} ----c:::, - - ---- --- - - ---.1. ----- 

dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data 
dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan 
informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi 
berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara 
lain: 
a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk 

-~ .... ,:,,.--:11.~- t....-~:1 .. ~-~ i...~-1·~~:---l...., .. ~~--· 
.LU\.- W UJ UUn.C:Ul llc:t.:>J.J. Y ClllO l.1\.-J. n.1..-.:>J.J.J.c:tJ.J.J. '-' UJ.J.0c:tJ.J., 

A. Pra Evaluasi AKIP 
Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara 

umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan 
manfaat pra evaluasi, antara lain: 
a. Peraturan perundangan yang mendasan; 
b. Maridat; 
c. Tugas, fungsi, dan kewenangan; 
d. Struktur organisasi; 
e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain; 
f. Permasalahan dan isu strategis; 
g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja); 
h. Aktivitas utama; 
1. Sumber pembiayaan; 
J. Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja; 
k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan 
1. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. 

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada 
nenzumnulan data vanz terlalu mendetaiL karena nada dasarnva nra evaluasi 
dititikbe~atkan unti:'ik ~emahami instan~i pemerintab /unit kerja yang akan 
dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam 
merencanakan evaluasi. 

Evaluasi AKIP ] 

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan 
evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan 
persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan 
Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut: 

BAB IV 

perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang 
bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Pengendalian 
evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain: 
a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator; 
b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan 
c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau 

hPxnP.no-::il::im::in lP.hih rl::il::im P.v::ihrn~i (tPn::io-::i a h li}. 
·- --.1. ---c:,------------ -- ·---- ---------- - . -------·-- \------o-- ------,· 

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat 
tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan 
yang berlaku. 

perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang 
bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Pengendalian 
evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain: 
a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator, 
b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator, dan 
Cc. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau 

hernpengalaman lehih dalam evaluasi (tenaga ahli). 
Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat 

tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan 
yang berlaku. 

BAB IV 
PR TLAKSANA AI RATA, TTAOT AYI 

IRIT LL WYALAI A56 AKI JIKA 

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan 
evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan 
persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan 
Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut : 

Pra Evaluasi AKIP | ae | Evaluasi AKIP | 

A. Pra Evaluasi AKIP 

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara 
umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan 
manfaat pra evaluasi, antara lain: 

Peraturan perundangan yang mendasari, 

Mandat, 

Tugas, fungsi, dan kewenangan, 
Struktur organisasi, 
Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain: 
Permasalahan dan isu strategis: 
Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja): 
Aktivitas utama, 

Sumber pembiayaan, 
Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja: 
Sistem informasi kinerja yang digunakan: dan 
Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. 
Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada 

pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi 
dititikberatkan untuk memahami instansi pemerintah/unit kerja yang akan 
dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam 
merencanakan evaluasi. 

H
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A
p
u
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B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 
1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian 

Evalmasi AKIP difokuskan nada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data 
dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan 
informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi 
berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara 
lain: 

a. ara peenanaa enena yang selaras yang akan dicapai untuk
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dokumen 
kinerja perencanaan 

1o-nnlro no-n1onrr J 1.A...L.1.e,.1.=ir..1.A. l:'I.A..1..LJ 1.A..&..LQ 

1. Dokumen Perencanaan 
kinerj a telah tersedia 

1. Perencanaan 
Kinerja 

1. Terdapat pedoman teknis 
perencanaan kinerja. 
Kinerja 

2. Terdapat 

Komponen Kriteria Sub-Komponen 

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian 
diHn.8JiBis, dHn dizunakan st>.hRP-Ri hRhRn ,fas::ir rla la m rnerrvrrsn rn La rmra n 

(,;> - - - - - - - -· -CJ- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - ..; -- - - - - - ·.1.- - - - 

Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai 
berikut: 

100 

JO 

30 

Sul> Komponl'n , Sut>-Xompontn 1 Si.Jb-~~3 
Ke-btradun Ku.alfta, P~nf~it.an 

20l 301: sol: 

6 9 IS 

P~ngukur.-in Klnerj.a 6 9 15 

Pt-laporan Kinerj.l 3 4,S 7.S 

s 7.5 12,s 

,o 30 so 

Tot.al Bobot 

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi 
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian 
kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 

d. RvRhrnsi Rk1mtRhilitRs kinf':rjR in.te.rrra l yRng mf':mhf':rikRn kf':sRn nyata 
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan 
efisiensi kinerja; dan 

e. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian 
beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam 
penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan 
~n~1,,~~: ~1_,,_ ... ~1.-.:1: ... ~~ 1-:-~-:~ :~ ... ~-~~1 ~~1.-.~~~: -i"~l-+-~ ~1.-.~,~l- ... :-i" :~~-"~-~: 
L. v a..1ua...:::,.1 a...n...UJ.J. l.CI..UJ.J..iLa..:, .A.J..J..J.'-J.JCI. J..J.J. t..\....1.J..J.Cl..1 ..:::,1...,ua.5a..i J.Cl..n...La. uuy L.AW.J. J..J.J.~L,a..J.J..::!f,J. 

pemerintah /nnit kerja mengimplernentasikan ~AKTP. 
Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar 

Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. 
Variabelvariabel tersebut, yaitu: 
a. Komponen 

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 

b. Sub-komponen 
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada 
setiap komponen 

c. Kriteria 
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap 
subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau 
belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. 

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan 
kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: 

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi 
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, 

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian 
kinerja, baik  keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 
penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, 
Evaluasi akuntahilitas kineria internal yang memberikan kesan nyata 

(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan 
efisiensi kinerja, dan 

e. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian 
beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam 
penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 
Der eNGANAAN. Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan 
mera laa sate alala 1x memmmanal nabaang #alrtn Alburnlrbaf Lan mena: 

pemerintah /unit kerja mengimplementasikan SAKIP. 
Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar 

Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. 
Variabelvariabel tersebut, yaitu: 
a. Komponen 

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internai. 

b. Sub-komponen 
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada 
setiap komponen 

c. Kriteria 
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap 
subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau 
belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. 
LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan 

kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut : 

"A
h 

Suk Komponen 1 Sub-Komponen 2 Sub-somponen 3 8 

Keberadaan Kualitas Pernanfaatan Tau $ 

si 101 101 3 502 

Pecenanaan toe JO 6 : » : || . 

| : 
Pengukuran Kinerja HW 6 9 1S 30 

: : 

| Pelaporan Kinerja | | 
| 

braluasi Akuntabilitas | 
Poni intern! Korserja internal J 

H Wal Akurtabiitas Kinerja " 19 10 F 50 100 

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian 

dianalisis, dan diginakan sehagai hahan dasar dalam menyusim Laporan 
Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai 
berikut : 

3 A5 15 15 

5 75 12,5 15 

Komponen Sub-Komponen Kriteria 
1. Perencanaan | 1. Dokumen Perencanaan | 1. Terdapat pedoman teknis 

Kinerja kinerja telah tersedia perencanaan kinerja. 
Kinerja 

2. Terdapat dokumen 
perencanaan kinerja 

jangka panjang | 

jdih.pemalangkab.go.id
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( sustainable - tidak sering 
digan ti dalam 1 periode 
Perencanaan Strategis). 

7. Target yang ditetapkan 
dalam Perencanaan 
Kinerja dapat dicapai f 

(achievable), me nan tang, 
dan realistis. 

8. Setiap Dokumen 
Perencanaan Kinerja 
menggambarkan 
hubungan 
berkesinambungan, serta I 
selaras an tara I 
kondisi/hasil yang aka~ 

3. Dokumen Perencanaan 
telah 

Dokumen Perencanaan 
Kinerja telah diformalkan. 
Dokumen Perencanaan 
Kinerj a telah 
dipublikasikan tepat f 

waktu. 

2. Dokumen Perencanaan 1. 
kinerja telah memenuhi 
standar yang baik, yaitu 2. 
untuk mencapai hasil 
dengan ukuran kinerja j 
yang SMART, 
menggunakan 
penyelarasan ( cascading) Kinerja 
disetiap level secara logis, menggambarkan 
serta memperhatikan Kebutuhan atas kinerja 
kineria bidanz lain sebenarnya yang nerlu 
( cros;cutting) ~ I dicapai. - - - ~ f 

4. Kualitas Rumusan Hasil 
(Tujuan / Sasaran) telah 
jelas menggambarkan 
kondisi kinerja yang akan 
dicapai. 

i:::. Ttl.,.,,-.,.,.,-n U.,.h.,-.,.l-,,-,c:,;1,.,.,. 

f ..,. (I~~dik:~or Ki~~;i;t~;;l;h f 
\ .I I 

memenuhi kriteria SMART 
6. Indikator Kinerja Utama 

(IKU) telah 
menggambarkan kondisi 
Kinerja Utama yang harus 
dicapai, tertuang secara f 
h.cu, .. 1;,-~ln'V"I~, ,+,-..,..... 
U\..,,.l .n..VJ.O.i.lj U.. LGl.J.J. 

...3-lr,, _ 
UV.l'!rr...U.J.J..1', .... ,J.J. I 

::::i k-tivif::::ir.: 

r::: 'T'--...3--- ... 

I '-'· .l \,.,.l Uc:l._t-'c:l.l- 

pprpnr::::i n::::1 ::::1n 

yang mendukung kinerja. 
6. Terdapat dokumen 

perencanaan anggaran 
yang mendukung kinerja. 

7. Setiap unit satuan kerja 
merumuskan dan f 

menetapkan Pc:1 encanaan 
Kinerja 

kinerja perencanaan 
jangka pendek. 

perencanaan 
jangka menengah. 

4. Terdapat dokumen 

dokumen I 
kinerja 

I 3. Terdapat 

Ca
 

. Terdapat 

. Terdapat 

dokumen 

kinerja 
Terdapat 
perencanaan 
jangka menengah. 

dokumen 

perencanaan kinerja 
jangka pendek. 
lan A4 4 Aral an 
4 Croapat GOruLiriCrii 

aktivitas 

yang mendukung kinerja. 
dokumen 

perencanaan anggaran 
yang mendukung kinerja. 

DeTencangan 

. Setiap unit satuan kerja 
merumuskan dan 

menetapkan Perencanaan 
Kinerja 

2. Dokumen Perencanaan 

kinerja telah memenuhi 
standar yang baik, yaitu 
untuk mencapai hasil 
dengan ukuran kinerja 

yang SMART, 
menggunakan 
penyelarasan (cascading) 
disetiap level secara logis, 

serta memperhatikan 
kineria bidang lain 
(crosscutting) 

ca 

. Dokumen 

. Dokumen 

. Dokumen 

Perencanaan 

Kinerja telah diformalkan. 

Perencanaan 

telah 
tepat 

Kinerja 
dipublikasikan 
waktu. 

Perencanaan 

Kinerja telah 
menggambarkan 
Kebutuhan atas kinerja 
sebenarnya yang perlu 
dicapai. 
Kualitas Rumusan Hasil 
(Tujuan /Sasaran) telah 
jelas menggambarkan 
kondisi kinerja yang akan 
dicapai. 
Ukuran 
(Indikator Kinerja) telah 
memenuhi kriteria SMART 
Indikator Kinerja Utama 
(IKU) telah 
menggambarkan kondisi 
Kinerja Utama yang harus 
dicapai, tertuang secara 
berkelanjutan 
(sustainable - tidak sering 
diganti dalam 1 periode 
Perencanaan Strategis). 

Target yang ditetapkan 
dalam Perencanaan 
Kinerja dapat dicapai 

(achievabiej, menantang, 
dan realistis. 
Setiap 
Perencanaan 

menggambarkan 
hubungan 
berkesinambungan, serta 
selaras antara 
kondisi/hasil yang akan 

Dokumen 

Kinerja 

jdih.pemalangkab.go.id
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'T'"'..-rl ""'"t "'"'.,.1-,,.,.;1.,.,.,,.., I 
.L V.L \,..t.\A..J:"''f.A.\.. .J:..I'"" ..... J.JI.A...L.L:...\.A...L.1./ I 
penyempurnaan 
Dokumen Perencanaan 
Kinerja yang ditetapkan 
dari hasil analisis 
perbaikan kinerja 
se belumnya. 

16. ~~:~~~~,, .. ~~~~erbaikan/ I 
1-''-'J.J..Y vJ.J.J..P\..lJ. .1.1a.a..1.1 

Dokumen Perencanaan 
Kinerja dalam 
mewujudkan kondisi/ 
hasil yang le bih baik. 

7. Setiap unit/satuan kerja 
f mema?a1:1i ?an p~~uJi, f 

serta oerxomitmen oaiam 
mencapai kinerja yang 
telah direncanakan. 

8. Setiap Pegawai 
memahami dan peduli, 
serta berkomitmen dalam 
mencapai kinerja yang I 
telah direncanakan. I 

1. Anggaran yang ditetapkan 
telah mengacu pada 
Kinerja yang ingin dicapai. 

2. Aktivitas yang 
dilaksanakan telah 
mendukung. Kinerja yang [ 
ingin dicapai. 

3. Target yang ditetapkan 
dalam Perencanaan 
Kinerja telah dicapai 
dengan baik, a tau 
setidaknya masih on the 

[ right track. f 

4. Rencana aksi kinerja 
dapat berjalan dinamis 
karena capaian kinerja 
selalu dipantau secara 
berkala 

menetapkan 
Pc1 CH\;ct.Ua.ct.u Kiucria.. 

pegawai 
dan 

-+--..-...+---! 'l ... _t.......:.:..-1 ..... ~- 
i:>L.L ClLl.-i:5.l· Al.-U.LJClACl.L.L, I 
bahkan ~ktiuit~~ ~nt~r 

bidang/ dengan tugas dan 
fungsi lain yang berkaitan 
(Crosscutting). 

10. Setiap 
merumuskan 

dicapai di setiap level I 
jabatan (Cascading). 

9. Perencanaan kinerja 
dapat memberikan 
informasi ten tang 
hubungan kinerja, 

3. Perencanaan Kinerja 
telah dimanfaatkan 
untuk mewujudkan hasil 
yang berkesinambungan 

dicapai di setiap level 
jabatan (Cascading). 

. Perencanaan kinerja 
dapat memberikan 
informasi tentang 
hubungan kinerja, 
strategi. kebijakan, 
bahkan aktivitas antar 
bidang/dengan tugas dan 
fungsi lain yang berkaitan 
(Crosscutting). 

3. Perencanaan Kinerja 
telah dimanfaatkan 
untuk mewujudkan hasil 
yang berkesinambungan 

10. Setiap pegawai 
merumuskan dan 
menetapkan 

Perencanaan Kinerja. 
1. Anggaran yang ditetapkan 

telah mengacu pada 
Kinerja yang ingin dicapai. 

2. Aktivitas yang 
dilaksanakan telah 

cd 
DO

 

. Setiap 

mendukung Kinerja yang 

ingin dicapai. 
Target yang ditetapkan 
dalam Perencanaan 
Kinerja telah dicapai 
dengan baik, atau 
setidaknya masih on the 
right track. 
Rencana aksi kinerja 
dapat berjalan dinamis 
karena capaian kinerja 
selalu dipantau secara 
berkala 
Terdapat perbaikan/ 
penyempurnaan 
Dokumen Perencanaan 

Kinerja yang ditetapkan 
dari hasil analisis 
perbaikan kinerja 
sebelumnya. 
Terdapat perbaikan/ 
penyempurnaan 
Dokumen Perencanaan 

Kinerja dalam 

mewujudkan kondisi/ 

hasil yang lebih baik. 
. Setiap unit/satuan kerja 
memahami dan peduli, 

serta berkomitmen dalam 

mencapai kinerja yang 
telah direncanakan. 

Pegawai 
memahami dan peduli, 
serta berkomitmen dalam 

mencapai kinerja yang 
telah direncanakan. 

10 
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f 3. 
I 

Pengukuran Kinerj a telah 
menjadi dasar dalam 
penyesuaian 
(pem berian / pengurangan) 
tunjangan kinerja/ 
~engh~silan. --· . . . . f 

Pengu.kuran Kmerj a teian 
menjadi dasar dalam 
penempatan/ 
penghapusan Jabatan 
baik struktural maupun 
funzsional 
Pengukuran kinerj a telah I 
mempengaruhi I 

3. Pengukuran kinerj a telah 1. 
dij adikan dasar dalam 
pemberian Reward dan 
Punishment, serta 
penyesuaian strategi 
dalam ~ 1;1e.~c.apai ~·k~nerja f _ 
yang erektn dan ensien z. 

memanfaatkan Teknologi ·1 

y.,...,..fl'""\.1""'t'Y'llf""'iC'\~ (1!1""\.1;1,,..,C'\;\ 
J.J.J.J.V.L. J.J.J.Cl.~J. J. l.t,Jl.l.L\...Cl.(>.1.j 

capaian 
telah 

C'Qr-r,.-rn_ h.o"t"";_o-n._;_,...,_"Y"\rr 
VVV'-A....L"""'- f..JV..1.JV..L.LJ"-"...L..1.5• I 
Pengurnpulan data kinerja 
telah memanfaatkan 
Teknologi Informasi 
{Aplikasi). 

7. Pengukuran 
kinerja 

12. :~~:~~ran K~:{!;_~~~:~ I l. :!;:~~fn se1a1~ent=~~!~~1 f 

dalam mewujudkan keputusan (Decision 
kinerja secara Efektif dan Maker) dalam mengukur 
Efisien dan telah capaian kinerja. 
dilakukan secara 2. Data kinerja yang 
berjenjang dan dikumpulkan telah 
berkelanjutan. f relevan untuk mengukur I 

capaian kinerja yang 
diharapkan. 

3. Data kinerja yang 
dikumpulkan telah 
mendukung capaian 
kineria vanz diharankan. 

f 4. Pengukuran kinerja telah I 
dilakukan secara berkala. 

5. Setiap level orgamsasi 
melakukan pemantauan 
atas pengukuran capaian 
kinerja unit dibawahnya 

1. Pengukuran Kinerj a telah I 1. 
dilakukan 

Terdapat pedoman teknis I 
pengukuran kinerja dan 
pengumpulan data 
kinerja. 

2. Terdapat Definisi 
Operasional yang jelas 
_..,,_.~ 1T!-~-!~ ..l.-- ~--~ 
a.La..:), .n..J..1.1\....,J.Ja. UO..J.J. \...Cl...1 a. I 
mengukur indikator 
kinerja. 

3. Terdapat mekanisme yang 
jelas terhadap 
pengumpulan data kinerja 
yang dapat diandalkan 

I 2. Pengukuran 
Kinerja 

2. Pengukuran 
Kinerja 

1. Pengukuran Kinerja telah 
dilakukan 

. Terdapat pedoman teknis 
pengukuran kinerja dan 
pengumpulan data 
kinerja. 

. Terdapat Definisi 
Operasional yang jelas 
atas kincrja dan cara 
mengukur indikator 

kinerja. 
. Terdapat mekanisme yang 
jelas terhadap 
pengumpulan data kinerja 
yang dapat diandalkan 

2. Pengukuran Kinerja telah 

menjadi kebutuhan 
dalam mewujudkan 
kinerja secara Efektif dan 
Efisien dan telah 
dilakukan secara 
berjenjang dan 
berkelanjutan. 

. Setiap level 

Ii. Pimpinan seialu teriibat 

sebagai pengambil 
keputusan (Decision 
Maker) dalam mengukur 
capaian kinerja. 

. Data kinerja yang 
dikumpulkan telah 
relevan untuk mengukur 
capaian kinerja yang 
diharapkan. 

. Data kinerja yang 
dikumpulkan telah 
mendukung capaian 
kinerja vang diharapkan. 

. Pengukuran kinerja telah 
dilakukan secara berkala. 

organisasi 
melakukan pemantauan 
atas pengukuran capaian 
kinerja unit dibawahnya 

anna h dani 4 
Secara Serena. 

. Pengumpulan data kinerja 
telah memanfaatkan 
Teknologi Informasi 
(Aplikasi). 

. Pengukuran capaian 
kinerja telah 
memanfaaikan Teknologi 
Informasi (Aplikasi) 

3. Pengukuran kinerja telah 
dijadikan dasar dalam 
pemberian Reward dan 
Punishment, serta 

penyesuaian strategi 
dalam mencapai kinerja 
yang efektif dan efisien 

. Pengukuran Kinerja telah 
menjadi dasar dalam 
penyesuaian 

(pemberian/ pengurangan) 
tunjangan kinerja/ 
penghasilan. 

. Pengukuran Kinerja telah 
menjadi dasar dalam 
penempatan/ 
penghapusan Jabatan 

baik struktural maupun 
fungsional 

. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 

11 
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Dokumen Laporan Kinerja 
disusun secara 
berkualitas sesuai dengan 
~ta.ndar _ --· . j 
Liokumen Laporan K.merJa 
telah mengungkap 
seluruh informasi tentang 
pencapaian kinerja. 

3. Dokumen Laporan Kinerja 
telah menzinfokan 
perbandingan .rcaliaasi f 

kinerja dengan target I 
tahunan. . 

telah dipublikasikan. j 
Dokume ....... T r't.,.....l""\. .... ,.....'V\ v~ ....... o .... ;n l.J'V.n..U...LJ. VJ.J. .1..iCl.fJVJ. Cl.J.J. .l\...LJ.J.V.LJCL 

telah disampaikan tepat 
waktu. 

"h,:,. .... 1,. n. 1 n. 

f 3_ D~i:;;~n Lanoran Kineria f 
i J 

telah diformalkan. 
4. Dokumen Laporan 

Kriteria Kinerja telah 
direviu. 

5. Dokumen Laporan Kinerja 

Dokumen Laporan Kinerja 
telah disusun. 

2. Dokumen Laporan 1. 
Kinerja telah memenuhi 
Standar menggambarkan 
~~ali~as atas Pe.n~apaia1: j _ 
Kmerja, mrormasi 4. 
keberhasilan / kegagalan 
kinerja serta upaya 
perbaikan/ 
penyempurnaannya 

1. Terdapat Dokumen 1. 
Laporan yang 
menggambarkan Kinerja 2. Dokumen Laporan Kinerja 

telah disusun secara 

pegawai 
dan neduli 
pengukuran ( 

I 7. i:::~r:k:;:~ak:e~j:e;~~~h I 
mempengaruhi 
penyesuaian Anggaran 
dalam mencapai kinerja. 

8. Terdapat efisiensi atas 
penggunaan anggaran 

f _ ~al~m me1?-c~pai kine:ja.. j 
9. Setiap unrt/ satuan kerja 

memahami dan peduli 
atas hasil pengukuran 
kinerja. 

10. Setiap 
memahami 
atas hasil 
kineria. 

penyesuaian Aktivitas 

penyesuaian (Refocusing) I 
Organisasi. 

4. Pengukuran kinerj a telah 
mempengaruhi 
penyesuaian Strategi 
dalam mencapai kinerja. 
n~~-,,lT••-~~ 1T;-~-;~ '-~1~.t- 
.1 L.,J..lC,U.A.U.1 a.i.1 ..l\...J..J..H...,.JJQ. L\...,.l.Q.J.J. I 
mernpengaruhi 
penyesuaian Kebijakan 
dalam mencapai kinerja, 

6. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 

3. Pelaporan 
Kinerja 

CN
 

aa
! 

10. Setiap 

penyesuaian (Refocusing) 
Organisasi. 

. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 
penyesuaian Strategi 
dalam mencapai kinerja. 

Uni sen ana bala cat lm . Pengukuran Kincrja tclan 
memnenganihi mempengaruhi 

penyesuaian Kebijakan 
dalam mencapai kinerja. 

. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 
penyesuaian Aktivitas 
dalam mencapai kinerja. 
Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 
penyesuaian Anggaran 

dalam mencapai kinerja. 
Terdapat efisiensi atas 
penggunaan anggaran 
dalam mencapai kinerja. 
Setiap unit/satuan kerja 
memahami dan peduli 
atas hasil pengukuran 
kinerja. 

pegawai 
memahami dan peduli 
atas hasil pengukuran 
kinerja. 

3. Pelaporan 
Kinerja 

1. Terdapat Dokumen 
Laporan yang 
menggambarkan Kinerja 

. Dokumen Laporan Kinerja 
telah disusun. 

. Dokumen Laporan Kinerja 
telah disusun 
harlenln 
Pa Manah KAA. 

secara 

. Dokumen Laporan Kinerja 
telah diformalkan. 
Dokumen Laporan 

Kriteria telah 

direviu. 

Kinerja 

. Dokumen Laporan Kinerja 
telah dipublikasikan. 

. Dokumen Laporan Kinerja 
telah disampaikan tepat 
waktu. 

2, Dokumen Laporan 

Kinerja telah memenuhi 

Standar menggambarkan 
kualitas atas Pencapaian 
Kinerja, informasi 

keberhasilan / kegagalan 
kinerja serta upaya 
perbaikan/ 
penyempurnaannya 

. Dokumen Laporan Kinerja 
disusun secara 

berkualitas sesuai dengan 
standar 

. Dokumen Laporan Kinerja 
telah mengungkap 
seluruh informasi tentang 

pencapaian kinerja. 
Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan 
perbandingan realisasi 
kinerja dengan target 
tahunan. 0 

12 

jdih.pemalangkab.go.id



13 

lnformasi dalam laporan 
kinerja selalu menjadi 
perhatian utama 
pimpinan (Bertanggung 
Jawab). 

I 4. Dokumen Laporan Kinerja I 
telah menginfokan 
perbandingan realisasi 
kinerja dengan target 
jangka menengah. 

5. Dokumen Laporan Kinerja 
+-~l~t.. -~--~--4'~1·~- 
l..\...,.J.Q..J..l .1.1J.\...,.J..1t5J.J..J..J.U.r"!rr...a..1J. I 
perbandingan TP~li~-;t~i 
kinerja dengan realisasi 
kinerja tahun-tahun 
sebelumnya. 

6. Dokumen Laporan 
Kinerja telah menginfokan 
perbandingan realisasi I 
kinerja dengan realiasi 
kinerj a di level 
nasional / in ternasional 
(Benchmark Kinerja) 

7. Dokumen Laporan Kinerja 
tel ah menginfokan 
kualitas _ atas capaian I 
kinerja beserta upaya 
nyata dan/ atau 
hambatannya. 

8. Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan 
efisiensi atas nenzzunaan 
sumber daya -- dalam I 
mencapai kinerja. 

9. Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan upaya 
perbaikan dan 
penyempurnaan kinerja 
lz,:, A,:,-non CR,:,lznm,:,n,40.c,1 
;;rb;1f;~~ ki~;;;~;;~~~u~~~~ I 

merrcapeu 
h.o.,...;l,.., ,f-.,.....,.rn 
U\...,J. J..O..U.L.1.l..J ci., 

3. Pelaporan Kinerja telah 1. 
memberikan dampak 
yang besar dalam 
penyesuaian strategi / 
ke bij akan dalam 

lcirierja / 2. Penyajian informasi dalam I 
ln'f""\"' ..... '"''Y"\ 1.,..; ....... o ..... ;n meniadi J.ct.pu1. a.i.i. n..J..J.J.\...,.LJCI.. J.J..L J.J.JCl.U.J. 

kepedulian seluruh 
pegawai, 

3. Informasi dalam la po ran 
kinerja berkala telah 
digunakan dalam 
peny~suaian . , ~ktiV:itas I 
untux mencapai kmerja. 

4. Informasi dalam laporan 
kinerja berkala telah 
digunakan dalam 
penyesuaian penggunaan 
anggaran untuk mencapai 

I kinerja. / 
5. Informasi dalam laporan 

kineria telah di unakan 

. Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan 
perbandingan realisasi 
kinerja dengan target 
jangka menengah. 
Dokumen Laporan Kinerja 
talah 
LI 

can pet aa Len Var en aa au 
LL AOA 

perbandingan — realisasi 
kinerja dengan realisasi 
kinerja tahun-tahun 
sebelumnya. 

Dokumen Laporan 

Kinerja telah menginfokan 
perbandingan realisasi 
kinerja dengan realiasi 
kinerja di level 
nasional/internasional 
(Benchmark Kinerja) 

Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan 
kualitas atas capaian 
kinerja beserta upaya 
nyata dan/atau 

hambatannya. 
Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan 
efisiensi atas penggunaan 
sumber daya dalam 
mencapai kinerja. 
Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan upaya 
perbaikan dan 
penyempurnaan kinerja 
ke denan (Rekomendasi 
perbaikan kinerja). 

3. Pelaporan Kinerja telah 
memberikan dampak 
yang besar dalam 
penyesuaian strategi / 
kebijakan dalam 
mencapai kinerja 
berikutnya. 

x 

. Informasi dalam laporan 
kinerja selalu menjadi 
perhatian utama 
pimpinan (Bertanggung 
Jawab). 
Penyajian informasi dalam 
laporan kinerja menjadi 
kepedulian seluruh 
pegawai. 

. Informasi dalam laporan 
kinerja berkala telah 
digunakan dalam 
penyesuaian aktivitas 

untuk mencapai kinerja. 
. Informasi dalam laporan 
kinerja berkala telah 
digunakan dalam 
penyesuaian penggunaan 

anggaran untuk mencapai 
kinerja. 

. Informasi dalam laporan 
kinerja telah digunakan 
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dimanfaatkan untuk 
per~ai~ar.i 

1 
, 

1 
•1~an [ 

p~n1~gKatan akuntabilitas I 
kmerJa. . 

telah Internal 

1:'o.lnh rl~lr,,lre"n....,,nlrra....,, ~r,,,..lr,, 
l..VJ.CA..1.1. \...1...1..LCA.1:\i..~C..l..J.J.C..l...l.)r,..CA.1..1. J:'C...l..\...l.CA... I 
seluruh unit 
kerja/ perangkat daerah. 

5. Evaluasi AKIP Internal 
telah dilaksanakan 
menggunakan Teknologi 
Informasi (Aplikasi). 
Seluruh rekomendasi atas I 
hasil evaluasi AKIP 
internal telah I 
dit.i~dakl<:1-nt~1ti. _ _ 
'I'elah terjadi pemngkatan I 
implementasi SAKIP 

1. 1. 1. ., uengan rnereucaarrarca.n I 
tindak ln"Y'\'1,,f- n+nC\ 

.a. .. -. .......... ,., J.ClJ.J.J \..lL C.C..L~O 

rekomendasi hasil 
evaluasi AKIP internal. 

3. Basil Evaluasi AKIP 

Implementasi SAKIP 11. 
telah meningkat karena 
evaluasi Akuntabilitas I 
Kine~ja ~~ter~al sehingga _ 
membenkan kesan yang I z. 
nyata (dampak) dalam 

(" ., ' • c- l '1. t:"'9 • • eH::Ku11u,1.s uan e11s1ens1 j 
kinerja 

13. 
I 
I 
I 

vane telah dilaksanakan oleh 
J ~ I SDM yang memadai I 

3. Evaluasi AKIP Internal 
telah dilaksanakan 
dengan pendalaman yang 
memadai. 

4. Evaluasi AKIP Internal 

Daya Surnber 
memadai 

2. Evaluasi Akuntabilitas 1. Evaluasi AKIP Internal 
Kinerja Internal telah telah dilaksanakan sesuai 
dilaksanakan secara standar 
berkualitas dengan 2. Evaluasi AKIP Internal 

i::~~~:~ f~~o~~~T~;tnis j 

2. Evaluasi AKIP Internal 
telah dilaksanakan pada 
seluruh unit kerja / 
perangkat daerah. 

3. Evaluasi AKIP Internal 
j telah dilaksanakan secara j 

berjenjang 

------------ 111"..:.-...-..-..:. ....... ~ ... --- !-''-i \.,i i \.,Q.i i a.a.ii n..u i \.,i J a. y a.ii 5 I 
akan dihadapi berikutnya, 

7. Informasi dalam laporan 
kinerja selalu 
mempengaruhi 
perubahan budaya kinerja 
organisasi. 

j 4. 

dalam evaluasi I 
pencapaian ke berhasilan 
kinerja. 

6. Informasi dalam laporan 
kinerja telah digunakan 
dalam penyesuaian 

l. Evaluasi Akuntabilitas j l. 
Kinerja Internal telah 
dilaksanakan 

!~~\~:_tmtas I 
Kinerja 
Internal 

dalam evaluasi 

pencapaian keberhasilan 
kinerja. 

. Informasi dalam laporan 
kinerja telah digunakan 
dalam penyesuajan 

1 x - 
1 KIIMAJA yag 

akan dihadapi berikutnya. 

TT : £ g » 3 p 

. Informasi dalam laporan 
kinerja selalu 
mempengaruhi 
perubahan budaya kinerja 
organisasi. 

A Evatuasi 

Akuntab 

Kinerja 
Internal 

ilitas 

1, Evajuasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal telah 
dilaksanakan . Evaluasi 

. Evaluasi 

. Terdapat pedoman teknis 

Evaluasi AKIP Internal. 

AKIP Internal 
telah dilaksanakan pada 
seluruh unit kerja / 
perangkat daerah. 

AKIP Internal 
telah dilaksanakan secara 

berjenjang 

. Evaluasi 

. Implementasi 

Akuntabilitas 
Kinerja Internal telah 
dilaksanakan secara 
berkualitas dengan 
Sumber yang 
memadai 

Daya 

SAKIP 
telah meningkat karena 
evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal sehingga 
memberikan kesan yang 
nyata (dampak) dalam 
ciekullas dan efisiensi 

kinerja 

. Evaluasi 

. Evaluasi 

. Evaluasi 

. Evaluasi 

. Evaluasi 

. Hasil 

AKIP Internal 

telah dilaksanakan sesuai 

standar 
AKIP Internal 

telah dilaksanakan oleh 

SDM yang memadai 
AKIP Internal 

telah dilaksanakan 

dengan pendalaman yang 
memadai. 

AKIP Internal 
fan Aillalroaanlrn aaAn 
CALA (LLCLIL CL LELIXCAL pada 

seluruh unit 
kerja/ perangkat daerah. 

AKIP Internal 

telah dilaksanakan 
menggunakan Teknologi 
Informasi (Aplikasi). 

talah 
Li 

. Seluruh rekomendasi atas 

hasil 

internal 

ditindaklanjuti. 

AKIP 

telah 
evaluasi 

2. Telah terjadi peningkatan 
implementasi SAKIP 
Gengar melaksanakan 

tindak lanjut atas 
rekomendasi hasil 

evaluasi AKIP internal. 
Evaluasi AKIP 

Internal telah 

dimanfaatkan untuk 

perbaikan dan 

peningkatan akuntabilitas 
kinerja. 

X
L
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Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam 
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan 

JJ \JJUIJUL i HCU I VJ u.1.n...a. n..ua.1.1.La.o cn . .,ua.51.a...1.1. uvoOJ. .n... 1.Lv.1.1.a. 

telah terpenuhi (>75%-100%). 
CC (Bobot nilai 60) Jika kualitas sebagian besar kriteria 

telah ternenuhi (>50%- 75%). 
C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian kecil kriteria 

telah terpenuhi (>25%-50%). 
D (Bobot nilai 30) Jika kriteria penilaian akuntabilitas 

kinerja telah mulai dipenuhi (>0%- 
25%). 

E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada upava 
dalam pemenuhan kriteria penilaian I 
akuntabilitas kineria. \ 

1 ..J 1 1 ° 0 :1 
1111a11uaL KCUljaKa11. I 
Jika kualitas seluruh kriteria telah 
terpenuhi (100%) sesuai dengan 

terpenuhi ( 100%) dan terdapat 
beberapa upaya yang bisa dihargai 
dari emenuhan kriteria tersebut. 

BB (Bobot nilai 80) 

I A (Bobot nilai 90) 

AA (Bobot nilai 100) Jika kualitas seluruh kriteria telah 
terpenuhi ( 100%) dan terdapat 
upaya inovatif serta layak menjadi 

13~;:~::~i::s ~::~~;u~ ~;i~::ia telah f 

3. Pengisian LKE AKIP 
Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap 

sub-kornponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub­ 
komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/ A/BB/B/CC/C/D/E, 
jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai 
berikut: 

2. Evaluator AKIP 
Pelaksana evaluasi AKIP di Daerah adalah Inspektorat Kabupaten 

Pema1ang atau tirn yang ditunjuk meiarui Surat Perirrtah Tugas 1nspektur 
Kabupaten Pernalang untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator 
AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisor (Pengawas), 
Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan 
evaluasi AKIP dengan mengist LKE dan Menyusun LHE, serta 
menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan). 

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan "Professional 
Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE 
disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan 
pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. 

I 4. Hasil dari Evaluasi AKIP I 
In tern al telah 
dimanfaatkan dalam 
mendukung efektifitas 
dan efisiensi kinerj a. 

5. Telah terjadi perbaikan 
A~- -~-=-~t~~-4-~.-. 1~=-~-:~ uai.1 r''--ii.ui0.n.aLai.i. .n..ui\.-iJa I 
~::rian ev:~::nfaa!~; 

1 Internal . 

4, Hasil dari Evaluasi AKIP 

Internal telah 

dimanfaatkan dalam 
mendukung efektifitas 
dan efisiensi kinerja. 

5, Telah terjadi perbaikan 
dan peningkatan kincrja 
dengan memanfaatkan 
hasil evaluasi AKIP 

Internal 

Evaluator AKIP 
Pelaksana evaluasi AKIP di Daerah adalah Inspektorat Kabupaten 

Pemalang atau tim yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas Inspektur 

Kabupaten Pemalang untuk rnelaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator 

AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisor (Pengawas), 

Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan 

evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta 

menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan). 

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan "Professional 

Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE 

disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan 

pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. 

Pengisian LKE AKIP 
Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap 

sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub- 

komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, 

jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai 

berikut : 
AA (Bobot nilai 100) Jika kualitas seluruh kriteria telah 

terpenuhi (1000) dan terdapat 
upaya inovatif serta layak menjadi 
nercantahan secara nasional. 

A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria telah 
terpenuhi (1000) dan terdapat 
beberapa upaya yang bisa dihargai 
dari pemenuhan kriteria tersebut. 

BB (Bobot nilai 80) Jika kualitas seluruh kriteria telah 
terpenuhi (1006) sesuai dengan 
mandai kebijuka:. 

B (Bobot nilai 70) Jika kualitas sebagian besar kriteria 

telah terpenuhi (7540-1000). 

CC (Bobot nilai 60) Jika kualitas sebagian besar kriteria 
telah terpenuhi (»5040-75Y6). 

C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian kecil kriteria 
telah terpenuhi (»25y60-5014). 

D (Bobot nilai 30) Jika kriteria penilaian akuntabilitas 
kinerja telah mulai dipenuhi (-046- 
254). 

E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada upaya 
dalam pemenuhan kriteria penilaian 
akuntabilitas kinerja. 

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam 
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan 
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I Sangat kurang 

K.urang 
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang 
dapat diandalkan. Belum terimplementasi 
sistem manajemen kinerja sehingga masih 
perlu banyak perbaikan mendasar di level 
pusat. 

Cukup (Memadai) 
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup 
baik. Namun demikian, masih perlu banyak 
perbaikan walaupun tidak mendasar 
khususnya akuntabilitas kinerja pada unit 

I ~erja I 

I D (Nilai >0-30) 

I C (Nilai > 30 - 50) 

CC (Nilai > 50 - 60) 

Baik 
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik 
pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit 
kerja utama. Terlihat masih perlu adanya 
sedikit perbaikan pada unit kerja, serta 
komitmen dalam manajemen kinerja. 
n-----·1--·----- 1 ·---- ·.- 1--·· -1•1_1 1 _ 

I ::::,~~:~1P:~~lnK~~::r~PQP~:~ u') I ~~:Ki:~tKall I 
\J1.A....L.L... t.A....L "-"-'-'..&..&. - \.,A..&...L .... _ y _ .... v ............. ..L....,..L..L .&.I "-"1..1..L..I.'- .Lllo..-..L. a. 

B (Nilai > 60- 70) 

Sangat Baik 
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik 
pada 2 / 3 unit kerja, baik itu unit kerja 
utama, maupun unit kerja pendukung. 
Akuntabilitas yang sangat baik ditandai 

I dengan mulai · terwujudnya efisiensi r 

penggunaan anggaran dalam mencapai 
kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja 
yang andal dan berbasis teknologi 
informasi, serta pengukuran kinerja telah 
dilakukan sampai ke level eselon 
~ /koordinator. 

Terdapat gambaran bahwa instansi 
pemerintah/unit kerja dapat merrumpm 
perubahan dalam mewujudkan 
pemerintahan berorientasi hasil, karena 
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai 

I ke level eselon I 
4 'Pen awas "Subkoordinator, 

BB (Nilai > 70 - 80) 

Memuaskan ,ll~ (Nilai > 80 -90) 

AA (Nilai > 90-100) Sangat Memuaskan 
Telah terwujud Good Governance. Seluruh 
kinerja dikelola dengan sangat memuaskan 
di seluruh unit kerja. Telah terbentuk 
pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan 
efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah 
dilakukan sampai ke level individu. 

Preclik~t Interpretasi 

beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub­ 
komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total 
(hasil akhir) di setiap komponen. 

4. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE. 
Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan 

gambaran tinzkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut 

beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub- 

komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total 

(hasil akhir) di setiap komponen. 
Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE. 

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan 

gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut : 

Predikat Interpretasi 

AA (Nilai » 90-100) Sangat Memuaskan 
Telah terwujud Good Governance. Seluruh 
kinerja dikelola dengan sangat memuaskan 
di seluruh unit kerja. Telah terbentuk 
pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan 
efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah 
ALA on Lana Dmna man Tee, Lane Lan Alat Ag 
IIA K LUKA DalilpAl SL ICEVUEL LI MULV ML, 

Memuaskan 
Terdapat gambaran bahwa instansi 
pemerintah/unit kerja dapat memimpin 
perubahan dalam mewujudkan 
pemerintahan berorientasi hasil, karena 
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai 
ke level eselon 

4/ Pengawas/ Subkoordinator, 

BB (Nilai » 70 - 80) Sangat Baik 
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik 
pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja 
utama, maupun unit kerja pendukung. 
Akuntabilitas yang sangat baik ditandai 
dengan mulai terwujudnya efisiensi 
penggunaan anggaran dalam mencapai 
kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja 
yang andal dan berbasis teknologi 
informasi, serta pengukuran kinerja telah 
dilakukan sampai ke level eselon 
2/koordinatar. 

B (Nilai - 60-70) Baik 
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik 
pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit 
kerja utama. Terlihat masih perlu adanya 
sedikit perbaikan pada unit kerja, serta 
komitmen dalam manajemen kinerja. 
Pengukuran Kinerja baru dilaksanakan 
sampai dengan level eselon 2/unit keria. 

CC (Nilai » 50 - 60) Cukup (Memadai) 
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup 
baik. Namun demikian, masih perlu banyak 
perbaikan walaupun tidak mendasar 
khususnya akuntabilitas kinerja pada unit 
kerja 

C (Nilai » 30 - 50) Kurang 
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang 
dapat diandalkan. Belum terimplementasi 
sistem manajemen kinerja sehingga masih 
perlu banyak perbaikan mendasar di level 
pusat. 

D (Nilai -0-30) | Sangat kurang | 

| 
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a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang 
kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada: 
1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 
2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja 

Gambaran Umum Instansi Pemerintahy Unit Kerja 
g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja 
h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya 

dievaluasi) 
2. Gambaran Hasil Evaluasi 

Sccara garis bcsar, dikcnal dcngan bcntuk pcnyajian yang panjang ilonq-formi. 
pPn)msunAn T J-TE AKTP dapat disampaikan seperti berikut: 
1. Pendahuluan 

a. Dasar Hukum Evaluasi 
b. Latar Belakang Evaluasi 
c. Tujuan Evaluasi 
d. Ruang Lingkup Evaluasi 
e. Ivietodoiogi Evaluasi 

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus 
menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE 
AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis 
vanz telah didokumentasikan dalarn LKK LKE tersebut berisi fakta dan data vanz .,; ......... _,..----- - . ..., ........ 

dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran 
dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis 
kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan 
argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada instansi pemerintah/unit 
kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan 
informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data 
VAnO" rlAnAt rlinPrhAnninakAn rlAn rlAnAt riikPtAhni nPrhAikAn-nPrhAikAn 'i.TAnO" tPlAh 
../ ----c:, ----.i- --- ---.1- -- ·- ---------c=,------ ------ ----.1- --- ------ ----- --- .L- -- ·- --------- .1.- -- -- --------- ../ ----c, - ------ 

dilakukan. 
LHE AKIP pada Unit Kerja yang dievaluasi disampaikan kepada pimpinan unit 

kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati Pemalang. Ikhtisar 
keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang 

BABV 
'PELAPORAN DAN PENGOMUNlKASIAN HASIL EVALUASI AKIP 

5. Pemantauan Berkelanjutan 
Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu 

secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan 
pengaturan sebagai berikut: 
a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh 

supervisor tim. 
b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim 

evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan 
penetapan kategori hasil evaluasi. 

I Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali I 
tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum 
terdapat penerapan manajemen kinerja 
sehingga masih perlu ban yak 
perbaikan / perubahan yang sifatnya sangat 
mendasar, khususnya dalam implementasi 
C'I /1. LTTn 
l>J../""l....1 \..J..J. •.. 

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali 
tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum 
terdapat penerapan manajemen kinerja 

sehingga masih perlu banyak 
perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat 
mendasar, khususnya dalam implementasi 
AAYVIN 

| | Saha . | 

5. Pemantauan Berkelanjutan 
Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu 

secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan 

pengaturan sebagai berikut: 
a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh 

supervisor tim. 

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim 

evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan 

penetapan kategori hasil evaluasi. 

BAB V 
PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP 

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus 

menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE 

AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis 
vang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang 
dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran 

dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis 
kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan 

argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada instansi pemerintah/ unit 

kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan 

informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data 
vang danat diperhandingkan dan dapat diketahui nerhaikan-nerhaikan yang telah 
dilakukan. 

LHE AKIP pada Unit Kerja yang dievaluasi disampaikan kepada pimpinan unit 
kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati Pemalang. Ikhtisar 
keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang 
dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form). Sccara garis besar, 

penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut: 
1. Pendahuluan 

a. Dasar Hukum Evaluasi 
b. Latar Belakang Evaluasi 
c. Tujuan Evaluasi 
d. Ruang Lingkup Evaluasi 
e. Metodologi Evaluasi 
i. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/ Unit Kerja 
g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/ Unit Kerja 
h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya 

dievaluasi) 
2. Gambaran Hasil Evaluasi 

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang 
kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada : 
1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 
2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja 

7 17
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BUPATI PEMALANG 

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi 
pemerintah/unit kerja. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, 
diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan 
P.v::;ihrnsi_ Narm m nP.miki:=m~ ·djh~rapkan .p.RrE evalnarnr jnga dapar rnenggunakan 
inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus menerus metode dan 
teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien. 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat 
mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja 
instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi 
pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya. 

BAB VI 
PENUTUP 

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 
4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan 
3. Penutupan 

a. Simpulan 
b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik 

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 
4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan 
3. Penutupan 

a. Simpulan 
b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik 

BAB VI 
PENUTUP 

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi 
pemerintah/unit kerja. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, 
diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan 
evahmasi. Namun demikian, diharankan nara evalmator nga dapat menggunakan 
inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus menerus metode dan 
teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien. 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat 
mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja 
instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi 
pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya. 

BUPATI PEMALANG 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 37TAHUN 2024 
TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

A. FORMAT LEMBAR HASIL EVALUASI 

Unit/ Satker 
Komponen/ Sub| Komponen / Kriteria DOD ea 3 ar Daftar Evidence 

| | Jawaban | Nilai 

1 | PERENCANAAN KINERJA 30.00 0 

l.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6.00 Ea 

Kriteria: 

1 | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. 

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. 

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. 

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. 

Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. 

O
l
u
l
A
 

|
|
 

K 

Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. 

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar 

yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran 

lb |kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan| 9.00 

(cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan 

kinerja bidang lain (crosscutting) 

Belum 

Diisi 
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Unit/Satker | SN ) 
! | Catatan | Daftar Evidence Komponen / Sub: Komponen / Kriteria | fl Babot | | ST | 

an | 2 i i | | 'Jawaban| Nilai | 

Kriteria: 

1 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. 

2 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. 

Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja 
sebenarnya yang perlu dicapai. 

Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja 

yang akan dicapai. 

6 | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus 

5 | dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode 

Perencanaan Strategis). 

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), 

menantang, dan realistis. 

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang 

8 | berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/ Hasil yang akan dicapai di setiap level 

jabatan (Cascading). 

Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, 

9 | kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan 
(Crosscutting). 
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Unit/ Satker 
| nan IN Catatan | Daftar Evidence 

Jawaban | Nilai 
Komponen/ Sub Komponen / Kriteria | |. Bobot | 

10 | Setiap unit/ satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. 

11 | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. 

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk Belum 
1. : : : 15.00 EA 

mewujudkan hasil yang berkesinambungan Diisi 

Kriteria: 

1 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. 

2 | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. 

3 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau 

setidaknya masih on the right track. 

P Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau 

secara berkala. 

- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan 

dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. 

6 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam 

mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik. 

- Setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai 

kinerja yang telah direncanakan. 

8 Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang 

telah direncanakan. 

| 30.00 
2 | PENGUKURAN KINERJA 0 

2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6.00 
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Unit/Satker 
Komponen/ Sub Komponen / Kriteria | 2 EGobota ai arit 

2 Jawaban| Nilai 
Catatan | Daftar Evidence 

1 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 

Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator 

kinerja. 

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat 

diandalkan. 

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam 

2.b | mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah | 9.00 

dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 

Belum 

Diisi 

Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur 

capaian kinerja. 

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang 

diharapkan. 

3 | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 

4 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. 

Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit 

dibawahnya secara berjenjang. 

6 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 

7 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian 

2.c | Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam | 15.00 

mencapai kinerja yang efektif dan efisien 

Belum 

Diisi 

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) 

tunjangan kinerja/ penghasilan. 
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Unit/Satker 

iJawaban| Nilai 
Komponen / Sub: Komponen / Kriteria |! Bobot Catatan | | Daftar Evidence 

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik 

struktural maupun fungsional. 

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. 

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. 

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai 

kinerja. 

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. 

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai 
kinerja. 

Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. 

Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. 

Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. 

PELAPORAN KINERJA 15.00 0 

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja 3.00 

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. 

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. 

Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. 

Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. 

Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. 

O
l
u
l
E
£
I
w
W
I
N
T
 

Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. 
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Unit/ Satker 
ho Mg ni | 

iJawaban: Nilai 
Catatan || | Daftar Evidence Komponen/ Sub Komponen / Kriteria | | Bobot 

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar 

menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, 4.50 Belum 

informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya| Duisi 

perbaikan/penyempurnaannya 

3.b 

1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. 

Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian 

2 kinerja. 

3 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan 

target tahunan. 

4 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan 

target jangka menengah. 

5 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan 

realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

6 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan 

realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). 

- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta 

upaya nyata dan/atau hambatannya. 

g Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya 

dalam mencapai kinerja. 

9 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan 

kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). 

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar Belum 

3.c | dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai| 7.50 Diisi 

kinerja berikutnya 

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung 

Jawab). 
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Unit/ Satker 
Komponen /Sub Komponen / Kriteria | . Bobot Catatan Daftar Evidence 

Jawaban — Nilai 

2 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. 

3 Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas 

untuk mencapai kinerja. 

Pn Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian 

penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. 

- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian 

keberhasilan kinerja. 

6 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan 

kinerja yang akan dihadapi berikutnya. 

- Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja 

organisasi. 

4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25.00 0 

5 2 Lean : Belum 
4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan | 5.00 Diisi 

1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 

» Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit 

kerja/ perangkat daerah. 

3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. 

Eh Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 7.50 Belum 

'” | secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai | Diisi 

1 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. 

2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. 
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Unit/Satker 
i Har Catatan Daftar Evidence 

Jawaban Nilai Komponen /Sub Komponen / Kriteria Bobot 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang 

memadai. 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit 

kerja/ perangkat daerah. 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi 

Informasi (Aplikasi). 

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi 

4.c | Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan | 12.50 

yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja 

Belum | 

Diisi | 

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah | 

ditindaklanjuti. 
| 

Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas 

rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal. 

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung 

efektifitas dan efisiensi kinerja. 

Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi 

akuntablitas kinerja internal. 
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Sekda 

MANSUR HIDAYAT 

BUPATI PEMALANG, 

TTD 

No Rekomendasi I 

' 

1 

2 

3 

4 

5 

No Cata tan ' 

1 

2 

3 

4 

5 

Belum Input 0.01 Nilai Akuntabilitas Kinerja 

0.00 

0.00 

0.00 

AA D 

0.00 I 1 Perencanaan Kinerja 30.00 

2 Pengukuran Kinerja 30.00 

3 Pelaporan Kinerja 15.00 

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25.00 Internal 

Komponen/Sub B b Nilai Akuntabilitas Kinerja 
No K /K. . o ot omponen ntena 20. .. . 20 .... 

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
DINAS KAB . 

TAHUN 20 .... 

B. FORMAT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

/ 

B. FORMAT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

DINAS seswisai KAB... 
TAHUN 20.... 

1 Perencanaan Kinerja 30.00 0.00 

2 Pengukuran Kinerja 30.00 0.00 

3 Pelaporan Kinerja 15.00 0.00 

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 55.00 0.00 

Internal 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Input 0.01 

AA D an 

Rekomendasi 

BUPATI PEMALANG, 

ttd 

cap 

MANSUR HIDAYAT 

2
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